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MEMANG tidak gampang mengajak
masyarakat untuk mengikuti vaksinasi.
Banyak yang ingin cepat divaksin tanpa
harus menunggu gilirannya, namun tak
sedikit yang menolak karena takut efek
dari vaksinasi tersebut. Padahal pande-
mi sudah setahun, dan belum tahu ka-
pan berakhirnya. Ekonomi, sosial dan
pendidikan semakin terpuruk karena
virus Korona, yang justru tidak turun
orang yang terpapar positf.

Data di Kementrian Kesehatan me-
nunjukkan, bahwa jumlah penolak vak-
sin di beberapa lembaga cukup signifi-
kan yakni antara 16% - 40%. Kemudian
survei Kementerian Kesehatan (Kemen-
kes) dan Indonesian Technical Advisory
Group on Immunization (ITAGI) menye-
but Aceh dan Sumatera Barat menjadi
provinsi dengan tingkat penolakan ter-
tinggi. Awalnya mereka meragukan ke-
halalan vaksin, namun ketika MUI me-
nyatakan vaksin yang dipilih pemerintah
halal, tetap menolak dengan alasan
dampak pada tubuhnya.

ltulah sebabnya, pemerintah kemu-
dian menyiapkan sanski bagi yang
menolak vaksinasi Covid-19. Perpres
tersebut menjadi payung hukum bagi
pemerintah daerah dalam membuat
peraturan daerah (perda) tentang
vaksinasi Covid-19. Karena sampai
saat ini, masing-masing daerah belum
ada keseragaman dalam meng-
antisipasi bagi penolak vaksin.

Seperti diketahui, dalam Peraturan
Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan
Vaksinasi, soal sanksi tertuang di pasal
13a ayat 4. Yakni, setiap orang yang
telah ditetapkan sebagai sasaran peneri-
ma vaksin Covid-19 yang tidak meng-
ikuti vaksinasi dapat dikenakan sanksi
administratif berupa: penundaan atau
penghentian pemberian jaminan sosial
atau bantuan sosial; penundaan atau
penghentian layanan administrasi peme-
rintahan, dan/atau denda.

Inilah yang kemudian menimbulkan

| TRAJUK RENCANA
Perlu Ruang Dialog Vaksinasi

polemik sejumlah daerah. Dalam hal ini
DIY memilih mengedepankan langkah
persuasif. Karena menurut Gubernur
DIY Sultan HB X hingga sekarang tidak
ada penolakan warga (KR 16/2). Untuk
saat ini, DIY memang baru sebatas tena-
ga kesehatan dan sejumlah tokoh ma-
syarakat.

Mengapa ada sanksi? Sebenarnya
langkah tesebut sebagai antisipasi agar
target mencapai kekebalan kelompok
atau herd immunity bisa terlaksana.
Untuk mencapainya, pemerintah perlu
menyuntikkan vaksin Covid-19 ke 181,5
juta penduduk. Karena jika tidak bisa
seluruhnya, maka harapan untuk bisa
mencapai target kekebalan kelompok ti-
dak terjadi sehingga pandemi tidak akan
selesai.

Sejumlah epidemiolog menyatakan,
sanksi pemerintah kemungkinan tidak
akan efektif. Mengapa? Karena sanksi
justru membuat warga semakin ragu-
ragu. Apalagi sekarang ini berita palsu
atau hoaks bertebaran. Berdasarkan
data Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kominfo) sejak 23 Januari
hingga 18 Oktober 2020 saja menun-
jukkan terdapat 2.020 konten hoaks
seputar Covid-19 di media sosial, ter-
masuk yang berkaitan dengan vaksin
Covid-19. Informasi salah yang
dimunculkan masalah vaksin, seperti
haram, kandungan berbahaya dalam
vaksin, efektivitas serta keamanan
vaksin, dan lain sebagainya.

Karena itulah pemerintah perlu ker-
jasama lebih efektif lagi, bagaimana
membangun komunikasi yang efektif de-
ngan masyarakat. Kerja sama dengan
media massa perlu di efektifkan lagi,
agar kepercayaan masyarakat semakin
menguat.

Perlunya informasi satu pintu untuk
media, sehingga ada ruang untuk se-
lalu berdiskusi dan berdialog dengan
warga. Media massa sebagai ruang
perantara untuk dialog yang lebih
mencerdaskan. (***)
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MEMBACA berita di KR edisi Rabu,
3 Februari 2021 berjudul 'Coret,
Penerima Dobel dalam Satu Keluarga'.
Yang dimaksud penerima dobel ini
adalah penerima bansos. Memang se-
jak pandemi, pemerintah memberikan
bermacam bansos dan subsidi, baik
dari pemerintah pusat atau provinsi dan
kabupaten bahkan desa. Karena in-
struksi dari pemerintah harus 'segera’,
maka dalam pelaksanaannya banyak
terjadi salah sasaran atau dobel peneri-
ma. Bukan tidak dilakukan verifikasi,
tapi mungkin tidak semua, karena wak-
tu yang harus segera dan juga siapa
yang akan memverifikasi itu yang sulit
dilakukan. Berapa petugas yang dibu-
tuhkan untuk memverifikasi sekian
banyak penerima bantuan/subsidi?
Belum lagi syarat dan definisi penerima
bantuan yang masih bisa diperdebatkan
atau diprotes warga.

Beberapa waktu yang lalu warga
Kulonprogo protes karena tidak menda-
pat bantuan yang kemudian akhirnya
diberikan bantuan lewat APBD, itu salah
satu contohnya.

Oleh karena itu, jika ingin melakukan
tinjauan ulang penerima bansos/subdisi
agar tidak dobel, mungkin bisa diawali
dari pendataan semua penerima ban-
sos/subsidi, baik itu dari pusat, provinsi,
kabupaten atau desa. Kalau kemarin
pengajuannya dengan lampiran KK
atau KTP, mungkin bisa dibuatkan apli-

Bansos dan Subsidi

kasi dengan acuan nomer KK atau KTP
penerima. Dari Aplikasi itu bisa dengan
mudah terlihat seseorang menerima
bansos/subsidi dobel atau tidak.
Kemudian untuk selanjutnya aplikasi itu
akan menolak (lewat inputing nomer KK
atau NIK) apabila seseorang yang su-
dah menerima bansos kemudian meng-
ajukan lagi, misalnya sudah mendapat
dari pusat mengajukan bansos provinsi
dan seterusnya. Skrining aplikasi ini ber-
dasarkan nomer KK dan NIK seseo-
rang. Sekarang sudah banyak yang
bisa membuat aplikasi, dan kalau bisa
prisip seperti aplikasi pembayaran, mi-
salnya seseorang yang sudah memba-
yar rekening listrik atau telepon, apabila
dibayar lagi lewat aplikasi atau ATM,
akan keluar dialog box yang bertuliskan
'tagihan sudah dibayar'. Demikian pula
apabila pengajuan bansos/subsidi lewat
inputing nomer KK atau NIK lewat ap-
likasi terinput lagi, akan keluar dialog
box, misalnya 'sudah mendapat ban-
sos/subsidi'.

Demikian sekadar usulan agar tidak
sering terjadi penerima bansos/ subsidi
dobel. Tapi aplikasi ini tidak bisa men-
ganulir salah sasaran, karena untuk
tepat sasaran tidak bisa lewat aplikasi,
tapi harus diverifikasi langsung di la-
pangan. U

Suswanto
Pasekan, Maguwoharjo,
Sleman.

Jerat Pidana Bagi Penolak Vaksin, Perlukah?

PRESIDEN Joko Widodo meneken
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14
Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin
dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam
Rangka Penanggulangan Covid-19. Per-
pres Nomor 14 tahun 2021 diundangkan
10 Februari 2021 sebagai pengganti
Perpres Nomor 99 tahun 2020. Dalam
Perpres 14 tahun 2021 ini disebutkan juga
sanksi pidana jika ada warga yang meno-
lak divaksinasi Covid-19.

Pasal 13A ayat (4) Perpres menye-
butkan : Setiap orang yang telah dite-
tapkan sebagai sasaran penerima
vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti
vaksinasi Covid-19 sebagaimana di-
maksud pada ayat (2) dapat dikenakan
sanksi administratif, berupa: penun-
daan atau penghentian pemberian ja-
minan sosial atau bantuan sosial; pe-
nundaan atau penghentian layanan ad-
ministrasi pemerintahan; dan/atau den-
da. Sanksi akan dilakukan kementeri-
an, lembaga, pemerintah daerah, atau
badan sesuai dengan kewenangannya.
Selain sanksi administratif, pemerintah
mengatur masyarakat penerima vaksin
Covid-19 yang tidak mengikuti program
ini bisa dikenai sanksi sesuai Undang-
undang yang berlaku.

Sementara dalam pasal 13B tertulis:
Setiap orang yang telah ditetapkan seba-
gai sasaran penerima Vaksin Covid- 19,
yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A
ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya
pelaksanaan penanggulangan penyebaran
Covid-19, selain dikenakan sanksi seba-
gaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat
(@) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentu-
an undang-undang tentang wabah penya-
kit menular.

Jerat Pidana

Lantas, bagaimana sebenarnya peng-
aturan sanksi pidana terhadap warga
yang menolak vaksinasi Covid-19 ini?
Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia (Wamenkumham)
Prof Edward OS Hiariej menganggap ada
sanksi bagi warga yang menolak vaksinasi

Baharuddin Kamba

Covid-19. Sebab, vaksinasi Covid-19 meru-
pakan kewajiban di tengah situasi wabah
penyakit menular, seperti pandemi Covid-
19. Sanksi yang dimaksud merujuk pada
Pasal 9 jo Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun
2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Pasal 9 ayat (1) UU Kekarantinaan
Kesehatan lebih jelas menegaskan bisa
dikenai pidana penjara paling lama 1

(satu) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp 100.000.000.

Artinya dapat dijerat pidana bagi orang
per orang yang tidak mematuhi dan/atau
menghalang-halangi penyelenggaraan
karantina dan menyebabkan kedaruratan
dengan adanya unsur perlawanan terha-
dap kebijakan karantina. Dan kedaru-
ratan itu terjadi bukan karena satu dua
orang, melainkan situasi pandemi kedaru-
ratan secara menyeluruh.

Sukarela

Dalam sebuah pemberitaan, Dinas
Kesehatan Pemprov DIY memastikan ti-
dak akan ada sanksi bagi warga khusus-
nya warga DIY yang menolak vaksinasi
Covid-19. Hal ini dipertegaskan pernyata-
an Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku

Buwono X yang mengajak warganya de-
ngan kesadaran mengikuti program vaksi-
nasi Covid-19. Ini tanpa disertai pemberi-
an sanksi bagi penolaknya.

Dengan begitu vaksinasi Covid-19 yang
sudah dimulai pemerintah bersifat
sukarela. Sebab, bila menggunakan UU
No. 6/2018 yang menjadi kewajiban setiap
warga negara adalah mematuhi kegiatan
kekarantinaan kesehatan, bukan kewa-
jiban vaksinasi Covid-19.

Pilihan pencegahan dan pengobatan
penyakit merupakan hak seseorang se-
bagaimana diatur UU No. 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan. Pasal 5 ayat (3)
UU Kesehatan menyebutkan : Setiap
orang berhak secara mandiri dan
bertanggung jawab menentukan sendiri
pelayanan kesehatan bagi dirinya.
Artinya ini hak pilihan seseorang untuk
memilih cara pengobatan termasuk
menggunakan vaksin atau tidak. Jadi,
tidak tepat bila vaksinasi menjadi kewa-
jiban yang bersifat paksaan tetapi
sukarela.

Karena itu, seharusnya pendekat-
annya tidak perlu menggunakan instru-
men hukuman pidana denda/penjara.
Pemerintah semestinya berupaya
bagaimana cara menumbuhkan ke-
sadaran masyarakat agar bersedia di-
vaksinasi Covid-19 secara sukarela
bukan malah masyarakat ditakut-takuti
dengan dijerat pidana bagi menolak di-
vaksin. Yang diperlukan adalah cara per-
suasif dan kasih sayang tentang penting-
nya protokol kesehatan. [

*)Baharuddin Kamba, Kadiv Humas
Jogja Police Waich.

KR-JOKO SANTOSO

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih par-
tisipasinya dalam menulis dan mengirimkan
artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat.
Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan
lewat email : opinikr@gmail.com dengan
panjang tulisan antara 535 - 575 kata, de-
ngan mengisi subjek mengenai isu yang di-
tulis serta jangan lupa menampilkan foto-
copy identitas. Terimakasih.

Pemutusan Kontrak Sewa Pesawat Bombardier

BEBERAPA media memberitakan
bahwa Menteri Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) dan Direktur Utama
PT (Persero) Garuda Indonesia Tbk
(Garuda) telah memutuskan kontrak
kerja sama dengan Nordic Aviation
Capital (NAC). Pemutusan kontrak
‘Operating Lease’ yang ditandai dengan
pengembalian 12 pesawat Bombardier
jenis CRJ 1000 di satu sisi banyak di-
apresiasi berbagai kalangan di dalam
negeri. Namun di sisi lain berpotensi
untuk menimbulkan masalah hukum
yang krusial. Selain pemutusan kon-
trak tersebut bersifat sepihak, juga ti-
dak ada notifikasi yang sah. Secara sub-
stansial alasan pemutusan juga sangat
lemah.

’Pacta sunt Servanda’

Berdasarkan azas universal pacta sunt
servanda, suatu kontrak mengikat para
pihak yang membuatnya sebagaimana
mengikatnya undang-undang. Kontrak
tidak dapat diputuskan secara sepihak.
Jangankan pemutusan. Setiap modi-
fikasi atau amandemen terhadap kon-
trak harus disepakati keduabelah pihak.
Kontrak tersebut berlaku mulai tahun
2012 sampai dengan tahun 2027. Kalau
Garuda memutuskan kontrak sebelum
2027 berpotensi melanggar kontrak.

Kontrak bisa saja diputuskan secara
sepihak jika ada alasan yang sah dan
ada klausula yang mengaturnya.
Meskipun demikian pihak yang akan
melakukan pemutusan secara sepihak
harus melakukan notifikasi kepada pi-
hak lainnya secara sah. Klausula noti-
fikasi merupakan salah satu jenis
klausula boiler plate yang di hampir se-
tiap kontrak internasional selalu ada.

Praktik terbaik (best practice) kon-
trak internasional prinsipnya meng-
haruskan bahwa notifikasi yang sah di-
lakukan secara tertulis jauh hari se-
belum kontrak diputuskan secara sepi-
hak. Pernyataan Direktur NAC Eavan

Nandang Sutrisno

Gannon bahwa pemutusan kontrak
tersebut diketahuinya dari media mas-
sa, menunjukkan tidak adanya noti-
fikasi yang sah.

Alasan substansial pemutusan kon-
trak secara sepihak atau pemutusan
kontrak secara dini, best practice kon-
trak internasional juga mensyaratkan
adanya pelanggaran kontrak yang sub-
stansial (material breach) dari pihak
lainnya atau pihak lainnya tersebut
dalam proses pailit. Dalam kasus ini,
NAC tidak dalam posisi melanggar kon-
trak dan tidak dalam proses pailit, se-
hingga pemutusan kontrak tersebut ti-
dak punya dasar yang kuat.

Dua Alasan

Setidaknya ada dua alasan Garuda un-
tuk memutuskan kontrak dengan NAC:
masalah hukum dan efisiensi perusahaan
akibat Covid 19. Alasan pertama, masa-
lah hukum yang dimaksud adalah ber-
kaitan dengan pengusutan yang dilaku-
kan lembaga anti-korupsi Inggris,

alihkan kerugian tersebut kepada
NAC? Pernyataan Direktur NAC
sendiri agar Garuda tetap memegang
komitmennya, menunjukkan bahwa
NAC tidak mau menanggung kerugian
Garuda dan menghendaki agar kontrak

tetap dilaksanakan secara konsisten.

’Win-Win Solution’
Sebaiknya Garuda memilih jalan
renegosiasi yang menguntungkan kedua
pihak atau win-win solution daripada me-
mutuskan kontrak secara sepihak.
Restrukturisasi biaya sewa, biaya pemeli-
haraan, ekstensi jangka waktu pemba-
yaran merupakan klausula-klausula yang
dapat direnegosiasi dengan iktikad baik.
Konsekuensi penghentian secara sepihak
adalah dikenakannya penalti yang cukup
besar, sebagai kompensasi atas keuntung-
an yang seharusnya didapat oleh NAC
sampai tahun 2027. Jangan sampai mak-
sud hati mau efisiensi, konsekuensi
penalti yang akan diraih. [

*)Dr Nandang Sutrisno SH MH,
Dosen Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia.

Serious Fraud Office (SFO) atas
dugaan suap pengadaan pesawat
Bombardier. Pengusutan tersebut
tidak terkait dengan kontrak an-
tara Garuda dan NAC serta per-

nyataan NAC sendiri bahwa NAC | vaksinasi.
tidak terlibat. -- Komunikasi publik perlu dikede-
Alasan kedua, pemutusan | pankan.

kontrak dilakukan untuk efi-
siensi perusahaan yang mengha-
dapi kerugian sampai US$ 30 ju-
ta per tahun akibat pandemi
Covid-19. Alasan ini tentu sa-
ngat kuat, karena dampak pan-
demi Covid-19 bersifat global, di-
rasakan perusahaan-perusaha-
an di hampir seluruh negara.
Masalahnya, apakah NAC mau
ikut menanggung kerugian yang
diderita Garuda dengan meng-

DIY Pilih persuasif, mengatasi penolak

Kota Yogya sepakat pertahankan penu-
runan kasus Covid-19.

-- Jangan membuat terlena, pandemi
masih berbahaya.

Dinsos validasi data terpadu.
-- Perlu, supaya tak keliru untuk
Bansos.

Fojok KR

Bz

Medaubatan Rakyat

Supriyatin.

lankryk13@gmail.com.
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